
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBL!K INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 74t .R/ 30 /D-18/ 2,019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN PENETAPAN TANDA BATAS

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemasangan

dan penetapan tanda batas wilayah Izin Usaha pertambangan

atau wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus operasi
Produksi, serta untuk memberikan pedoman lebih lanjut
pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 1825 K/ 30/ MEM I 2olg tentang pedoman

Pemasangan Tanda Batas wilayah Izin Usaha pertambangan

atau wilayah lzin Pertambangan Khusus operasi produksi

perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Petunjuk reknis Pemasangan dan penetapan Tanda
Batas wilayah Izin usaha pertambangan atau wilayah Izin
Usaha Pertambangan Operasi produksi;



Mengingat

-2-

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oo9 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2Ol5

Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 5fi211'

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perrrbahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782)l'



Menetapkan

KESATU

-3-

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 2OLB tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2}tg Nomor 595)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2Ot8

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2Ol8 tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor

15e1);

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1825 K/ 30/ MEM I 2Ol8 tentang Pedoman

Pemasangan Tanda Batas Wilayah lzin Usaha

Pertambangan atau Wilayah lzin Pertambangan Khusus

Operasi Produksi;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN

BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN

PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA

PERTAMBANGAN ATAU WILAYAH IZIN USAHA

PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan

Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merrrpakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal

1n1.
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KEDUA Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di,:akarta
pada tanggal L1 Maret. 2019

JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Dalam Negeri

3. Gubernur seluruh Indonesia

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIANENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL

NOMOR : t4L.K/ 3O/DJB/ 2079

TANGGAL : lt llaret 2(t79

PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN DAN PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH

IZIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

KHUSUS OPERASI PRODUKSI

A. Pendahuluan

1. Umum

a. Bahwa sesuai dengan ket-entuan Pasal 14 Peraturan Menteri Energi

dan sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2Ol8 tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri

menetapkan pedoman pelaksanaan pemasangan tanda batas Wilayah

Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi atau Wilayah Izin

Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Operasi Produksi.

b. Bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 1825 KI30IMEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan

Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah lzin

Pertambangan Khusus Operasi Produksi, masih metnbutuhkan

petunjuk teknis dikarenakan terdapatnya perubatran kriteria

pemeganglzin Usaha Pertambangan (lUP) I lzin Usaha Pertambangall

Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang wajib melakukan pemasangan

Tanda Batas.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan Petunjuk

Teknis Femasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha

Pertambangan atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus

Operasi Produksi.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang;

b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara;

c. Peraturan Pemerintah Nomor' 22 Tahun 2010 tentang Witayah

Pertambangan;



d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201O tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun

2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun

2Ol8 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825

Kl30 IMEM/ 2OI8 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas

Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah lzin Perlambangan

Khusus Operasi Produksi.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini agar pemasangan

Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi

dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan terukur, serta kendala

dalam pemasangan Tanda Batas dapat diminimalisasi.

b. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk
memberikan acuan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK

Operasi Produksi, dan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Operasi

Produksi dalam menyelesaikan kendala pemasangan Tanda Batas

WIUP Operasi Produksi, WIUPK Operasi Produksi, wilayah KK, dan

wilayah PKP2B.
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4. Ruang Lingkup

petunjuk Teknis ini berisi pedoman lebih lanjut terkait ketentuan

Peralihan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah

diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan

Batubara dan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 1825 KI30IMEM/2078 tentang Pedoman Pemasangan

Tanda Batas Wilayah lzin Usaha Pertambangan atau Wilayah lzin

Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

5. Sistematika

a. Pendahuluan

b. Pengertian

c. Ketentuan Peralihan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah

diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 2Ol8 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral

dan Batubara

d. Format Dokumen

e. Penutup

Pengertian

1. Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas

adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di

lapangan dan mempunyai ukuran. konstruksi, warna serta penamaan

tertentu.

2. Pengakuan Tanda Batas adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur

Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara atau Kepala Instansi

Teknis terkait yang membidangi pertambangan mineral dan batubara

berkaitan dengan pemasangan Tanda Batas yang dilaksanakan dengan

tidak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 2018.

-7 -

B.



C. Ketentuan Peralihan Pernasangan dan Penetapan Tanda Batas setelah

Diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

25 Tahun 2Ol8 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 25 Tahun 20i8 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan

Batubara (Permen ESDM No. 25/2018), terdapat beberapa ketentuan terkait

pemasangan dan penetapan Tanda Batas, yaitu:

1. Ketentuan bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,

KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang Wajib melakukan

pemasangan Tanda Batas

a. Belum Selesai Melakukan Pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi, yang telah melaksanakan proses

pemasangan Tanda Batas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara

(Permen ESDM No. 33/2015), namun proses pemasangannya belurn

selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,

proses pemasangan dan penetapanltya wajib disesuaikan dengan

ketentuan Permen ESDM Nomor 2512O18 dan Keputusan Menteri

ESDM Nomor 1825 KI30IMEM/2O18 tentang Pedoman Pemasangan

Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin

Pertambangan Khusus Operasi Produksi (Kepmen ESDM No.

182s l2O 18).

b. Telah Selesai Melakukan Pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi, yang telah melaksanakan proses

pemasangan Tanda Batas berdasarkan Permen FSDM No. 33/2015
dan belum mendapatkan penetapan Tanda Batas, proses penetapan

Tanda Batas dapat dilanjutkan dengan ketentuan:

1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK

atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai

melaksanakan pemasangan Tanda Batas berdasarkan

Permen ESDM No. 33/ 2OI5 dan belum mendapatkan penetapan

Tanda Batas, serta telah menyampaikan Permohonan Penetapan
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kepacla Menteri melalui Direktur .Jerlderal atau gubernur sesuai

dengan kewenangannya, dapat diproses penetapan Tanda

Batasnya;

bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK

atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai

melaksanakan pemasangan Tanda Batas berdasarkan Permen

ESDM No. 33/2015 dan belum mendapatkan penetapan Tanda

Batas, namun belum menyampaikan Permohonan Penetapan

Tanda Batas, agar menyampaikan permohonan penetapan Tanda

Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur

sesuai den gan kewenangannya;

c. Mengalami Penciutan Wilayah

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan

pemasangan Tanda Batas dan telah mendapatkan penetapan Tanda

Batas, namun WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B-nya

mengalami penciutan wilayah berdasarkan penetapan Menteri atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya, pemegang IUP Operasi

Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi

Produksi tersebut r,vajib melakukan pemasangan Tanda Batas pada

wilayah penciutan sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud

pada Gambar 1 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Permen ESDM No.2512018 dan Kepmen ESDM No. 152512018.

-9-
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GAMBAR 1

PEMASANGAN TANDA BATAS PADA WILAYAH PENCIUTAN

Keterangan:

ffi
IXXXXXXX)!

I
-.-'- |

,r,t,;tr,'t .':/:.,,t'i

Wilayah IUP/IUPK IKKIPKP2B yang diciutkan

Wilayah yang dipertahankan

Area Tambang Aktif

Radius 3 x kedalaman tambang

Tanda Batas PT A (sebelum diciutkan)

Tanda Batas PT A (wajib dipasang pada wilayah penciutan)

I
I



d. Berbatasan Langsung dengan WIUP atau WIUPK Lainnya

Bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi yang wajib memasang Tanda Batas

dikarenakan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B-nya

berbatasan langsung dengan WIUP operasi Produksi, wluPK Operasi

Produksi, '*,ilayah KK daniatau wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi

lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal seluruh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi

Produksi, KK atau PKP2B tahap operasi Produksi yang berbatasan

langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada

Gambar 2 belum mendapatkan penetapan Tanda Batas dari

Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya, pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan
secara bersama sesuai dengan ketentuan Permen ESDM

No.2512O18 dan Kepmen ESDM No. 1825 l2Ol8.
2) dalam hal terdapat pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi

Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang berbatasan

langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada

Gambar 3 yang telah mendapatkan penetapan Tanda Batas

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai

dengan kewenangannya, pemasangan Tanda Batas dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK

atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang telah mendapatkan

penetapan Tanda Batas tidak wajib melaksanakan

pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen

ESDM No. 2512018 dan Kepmen ESDM No. 182512018.

b) pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK

atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang belum memasang

Tanda Batas atau belum selesai melakukan pemasangan

Tanda Batas, wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas

sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25l2}l8 dan

Kepmen ESDM No. 1 82512018.

3) dalam hal pemegang IUP operasi Produksi, IUPK operasi produksi,

KK atau PKP2B tahap operasi Produksi berbatasan langsung

dengan IUP operasi Produksi, IUPK operasi produksi, KK atau

PKP2B tahap operasi Produksi yang merupakan perusahaan
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atiliasi sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada

Gambar 4, wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai

dengan ketentuan Permen ESDM No.25/2018 dan Kepmen ESDM

No. 182512018.

4) dalam hal pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B tahap Operasi

Produksi berbatasan langsung dengan wilayah IUp, IUPK, KK atau
PKP2B tahap operasi Produksi sendiri yang berbeda nomor surat
Keputusan tahap operasi Produksi atau nomor kode wilayah
sesuai dengan ilustrasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 5,

tidak wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai
derrgan ketentuan Permen ESDM No.2s/2018 dan Kepmen ESDM

No. 182512018.

-t2-
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GAMBAR 2

WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DAN BELUM MENDAPATKAN

PENETAPAN TANDA BATAS

Keterangan:

E Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas

I Tanda Batas bersama Pt A dan pT C
I Tanda Batas bersarna PT A dan PT B

f Tanda Batas bersarna pI A dan pT D
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GAMBAR 3

WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DAN TELAH MENDAPATKAN

PENETAPAN TANDA BATAS

PTB
PTC

PTD

Keterangan:

I

Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas (PT B, PT C, dan PT D wajib
melakukan pemasangan Tanda batas sesuai dengan ketentuan Permen
ESDM No.2512018 dan Kepmen ESDM No. 1825.Kl2ol8l

Sudah mendapatkan penetapan Tanda batas (PT A tidak wajib melakukan
pemasangan Tanda Batas ulang sesuai dengan ketentuan Permen ESDM
No.2512018 dan Kepmen ESDM No. 1825.K12O18)

Tanda Batas PT A!

I
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GAMBAR 4

WILAYAH BERBATASAN LANGSUNG DENGAN PEMEGANG

IUP/ IUPK/ KK I PKP2B BERAFILIASI

Keterangan:

melakukan pemasangan Tanda Batas dan wajib melakukan pemasangan
Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/2Ola d,an
Kepmen ESDM No. 1825 /2018

I Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PT Aa darr PT Ac

I Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PI Aa dal PT Ab

I Pemasangan Tanda Batas dapat dilakukan secara bersama PT Aa dan PT Ad

PT Ab
PT Ac

PTA!

PTAd
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GAMBAR 5

WILAYAH PERUSAHAAN DENGAN PERBEDAAN

NO. SK TAHAP OPERASI PRODUKSI DAN KODE WILAYAH

Keterangan:

PT A merupakan perusahaan yang memiliki beberapa Wilayah dengan
Nomor sK Tahap operasi Produksi dan Kode wilayah yang berbeda tidak
wajib melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan
Permen ESDM 25/2018 dan Kepmen ESDM 1825/2018

PTA
9( OPNo 2

KI'V 02

PTA
9(OPNo3

KI'Y OI'

PTA
9( OPNo I

KIA' 01

PTA
9(OPNo4

l(UV 0.1



2. Ketentuan bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,

KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang Tidak Wajib melakukan

pemasangan Tanda Batas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B

tahap Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pemasangan

Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 3312015,

namun belum memperoleh penetapan Tanda Batas, dapat memohon

pengakuan Tanda Batas dengan ketentuan:

a. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi menyampaikan permohonan kepada

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara atau Kepala

Instansi teknis terkait yang membidangi pertambangan mineral dan

batubara sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan

laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan

b. berdasarkan Lrasil evaluasi pemasangan Tanda Batas telah memadai

sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Permen ESDM

No.33/2015.

3. Permasalahan Lainnva

Permasalahan lain yang mungkin muncul terkait dengan pemasangan

Tanda Batas, antara lain:

a. WIUP atau WIUPK yang berada di Wilayah Perairan

Pemegang IUP atau IUPK yang seluruh atau sebagian besar

wiiayahnya berada di perairan, pemasangan Tanda Batas dilakukan

dengan teknologi yang memungkinkan bagi pemegang IUP atau IUPK.

Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemasangan Tanda

Batas secara fisik dengan teknologi apapun, pemegang IUP atau IUPK

wajib membangun mekanisme kontrol untuk memastikan kegiatan

penambangan yang dilakukan tidak melewati batas WIUP atau

WIUPK-nya.

b. Penambangan Bersama

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi yang bermaksud melakukan

penambangan bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK

-t7-
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Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi lainnya

yang berbatasan langsung sesuai dengan ilustrasi sebagaimana

dimaksud pada Gambar 6, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK

Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi dimaksud

harus menentukan lokasi penambangan bersama lfinal pit design)

yang tertuang dalam dokumen kajian teknis penambangan bersama.

Terhaclap lokasi penambangan bersama (final pit design/ tersebut,

tidak dilakukan pemasangan Tanda Batas.

Penambangan dengan sistem tambang bawah tanah

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi yang melakukan penambangan

dengan sistem tambang bawah tanah dan garis batas WIUP, WIUPK,

inilayah KK, atau wilayah PKP2B rnasuk dalam radius area pengaruh

(55" dari garis vertikal bagian terluar area produksi) potensi amblesan

permuka an (surface subsidence) sesuai dengan ilustrasi sebagaimana

dimaksud pada Gambar 7 dan Gambar 8 wajib melaksanakan

pemasangan Tanda Batas dengan interval paling jauh 500 meter.

WILIP atau WIUPK beda komoditas

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK atau

PKP2B tahap Operasi Produksi yang WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau

wilayah PKP2B saling tumpang tindih atau berbatasan langsung

dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lain beda

komoditas sesuai dengan iiustrasi sebagaimana dimaksud pada

Gambar 9, tidak wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas

dengan ketentuan Permen ESDM No. 25/ 2018 dan Kepmen ESDM No.

t82s I 2Ot8
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GAMBAR 6

PENAMBANGAN BERSAMA

Keterangan:

Belum mendapatkan penetapan Tanda Batas

Rencana area penambangan bersama (final pit designl PT A dan PT D

I
Tanda Batas bersama PT A dan PT C

Tanda Batas bersama PT A dan PT B

Tanda Batas bersama PT A dan PT D (dipasang pada area di luar final pit
design dari rencana area penambangan bersama)

I
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Permukaan Tanah

c=

Area Produksi Tambang Bawah Tanah

Radius area pengaruh

o

-ry$m$ffi $

. {r!.:rii . i.:r:rl! .. fi:r:.:.:i . r:a:.:.-! .

. i.:.i.:.:q . t:ri.:r:l .

GAMBAR 7

AREA PENGARUH TAMBANG BAWAH TANAH

c'6lDi<
-&i.oY
-o--9.'E 9tba>g,aE'El
3E

\v.
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GAMBAR 8

PEMASANGAN TANDA BATAS DENGAN

SISTEM PENAMBANGAN BAWAH TANAH

Keterangan:

Area Produksi Tambang Bawah Tanah

Radius area pengaruh (55' dari garis vertikal bagian terluar area produksi)

I
I

Tanda Batas bersama PT A dan PT C

Tanda Batas bersama PT A dan PT B

Tanda Batas bersama PT A dan PT D

Tanda Batas PT A (wajib dipasang pada radius area pengaruh)

tr
tr
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GAMBAR 9

WILAYAH TUMPANG TINDIH ATAU BERBATASAN LANGSUNG

BEDA KOMODITAS

Keterangan:

Wilayah komoditas batubara

Wilayah komoditas mineral logam

I Tanda Batas bersama PT A dan PT C

Tanda Batas bersama PT A dan PT B

Tanda Batas bersama PI A dan PT D (dipasang hanya pada garis batas yang
berbatasan langsung antara PT A dan PT D, dan di luar area yang tumpang
tindih atau berbatasan langsung dengan PT E)

I
tr



D. FORMAT DOKUMEN

1. Surat Pengakuan Tanda Batas bagi pemegang IUP Operasi Produksi,

IUPK Operasi Produksi, KK atau PKP2B tahap Operasi Produksi yang

telah selesai rnelaksanakan pemasangan Tanda Batas sesuai clengan

ketentuan Permen ESDM No. 3312015 namun belum mendapatkan

penetapan serta tidak vvajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai

ketentuan Permen ESDM No. 25/ 2018.

KOP DIREKTORAT JENDERAL/INSTANSI TEKNIS TERKAIT

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

(T ang g al / bulan / t ahun)

1 (satu) berkas
Pengakuan Pemasangan
Tanda Batas WIUP/WIUPK/Wilayah
KK/Wilayah PKP2B*) PT,..**)

Yang terhormat,

(diisi dengan Jabatan Tertiruggi di Perusahaan)PT...**)

(diisi dengan Alamat Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan pengakuan tanda batas yang

Saudara sampaikan melalui surat Nomor 

- 
(diisi dengan nomor surat)

tanggal 
-(diisi 

dengan tanggal surat)perihal 

- 
(diisi dengan perihal

surat), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan

Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No.25/2018),

kewajiban pemasangan tanda batas hanya berlaku bagi pemegang

IUP Operasi Produksi/ IUPK Operasi Produksi IKKIPKP2B") dengan

luas WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK

tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi*)

lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang:
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a. WIUP Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK

tahap Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi

Produksi-nya*) berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP

Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap

Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi

Iainnya; atau

b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya

berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi/WIUPK

Operasi Produksi/Wilayah KK tahap Operasi

Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi.

2. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan administrasi:

a. PT ...**) telah melaksanakan pemasangan Tanda Batas

sebanyak XX (terbilang) buah dengan daftar koordinat serta

Peta Situasi Tanda Batas WIUP/mUPK/wilayah KK/wilayah

PKP2B*) sebagaimana terlampir, yang telah diselesaikan

pemasangannya pada tanggal 
-.b. PT ...*") tidak masuk ke dalam kriteria pemegang IUP Operasi

Produksi/IUPK Operasi Produksi IKKIPKP2B*) yang wajib

melakukan penrasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan

pasal 14 ayat (2) dan Pasal 61 Permen ESDM No.25/2O18.

c. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pemasangan Tanda

Batas PT ... **) telah sesuai dengan kaidah pengukuran dan

pemasangan Tanda Batas yang baik dan benar dan/atau

memadai sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam

Permen ESDM No. 33/2015.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2,

bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan/lnstansi Teknis

terkait*') rnemberikan Pengakuan Pemasangan Tanda Batas WIUP

Operasi Produksi/WIUPK Operasi Produksi/Wilayah KK tahap

Operasi Produksi/Wilayah PKP2B tahap Operasi Produksi*l Fr[ ...**)

sebanyak XX (terbilang) buah dengan daftar koordinat serta Peta Situasi

Tanda Batas WIUP sebagaimana terlampir.
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2. Format Keputusan Penetapan Tanda Batas untuk Pemegang IUP Operasi

Produksi/IUPK Operasi Produksi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPLTTUS$ II{EI'iTEII,I ENERCI I].{\ SU}II}ER DAY.{ T,INE$L L

ftEPUBLIK INDONES'3

H$il{CTR:

TENT.\"\*C

PE$ETAPAN TAN D.{ E,{"TA$

WIL{}'AH IzI N U SAH,{, PERT.{M I]AT6AN O F ER,{SI PR{JT} UKS I 
1,

lVI LAYA H IZI N LIS.{}l{ i}E RTATvIBAI{C AN KHUSC S C}PE }tAIiI PROU LJ KIii. }

pT...""i

}IEIfTIR: E:{ERCI D..\N SU}fBER DAY.{ II,TI}.T-K{1.

i\'1errinlbirrrp {r. i:*h$,a pT .-.-'l ;td*[ait prilrsang ,iail'r r.r*aira

prrt,an"rbangitn olltinasi pr*dxksi;rp*megnng i^riu urirh*
u+r'tanrbangan khusus oi..era5r piut-lriksi brrclarark.-rrr

K*putrrsan ldent*ri Energi dan $unrbrr Dava h,trnerirl

$tmor *"* ldirsi norlor sural A*pufi.sfl,lf tentillls --.-. ldjrli
.ftrr{tri sura! ktpuruscrnl t.rnggit! *- rr{risr fanggrri s*rai
itcpulir..;nn/:

tl bahrva 1dl'isi plmpnrur tenurggi di perus*Jurnnl

fr'I' ...'l melaltri surat ilolnLir * __ ir/asr rrulnur silrfitl

tirnggrtl lrlir.si ttirrgoul srrlatj trlirlr merr-yau:p;rrkan

p*rmchonan prrsetujilarl unar:k irrllr?apall tar1d.1 llata.i

Il'ilal'irh lzrn t- saha Pertarnb:rngirn up€rasi Pr,rdtrksr

lWtla]'ah lzin Usaha Pertan:bangxr Klrusus l)perusi

Prodriksi"f kepad;r }!r,nteri ;rtr.laiur Drrektur Jet:rleriii

-\l inerirl dan Batrrb:rra ;

-'26 -
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bainua b*rdirr,lrrkrtrr i:iisil etaJqrasi, lkll'iilsiir:**n t-lndrr

hatas W ii;.rv rih i.ai n L1 +i'i l l.r llert ii:nLr;tr rg;r n Operir*i Pr*duk *r

i\\'il+r'a,r lzrn L':nhir PL'r!irrltballr;.1n Klrrrsus Uprrirs!

Prwhrk*i'1 ivi i.:!a.ir Jrsuiu derg;tn ketenttianr

Fer-*t11riln pe iunrian g- ur:dangan I

ba lrttit berriasirrkun pe!1imlr;rrrgfln seb,rgairuiur.t

dirnaksr-r,l t{al:nm hurrrf u. huruf tr. d.rrr hurut L prrhr

menetapk*n H€pLltusiln l\'lelrter:i Energ,i d;rn Sr"r*rber Dala

lvlinr.ral tenta&g Penetapa:: Taur-la Batas \f il*r.rh lztrl

L]*iiha Perti*.ir:bangan r)prrusi Fr*riukxi lW1llla.h leitr

Us*ha Fertnrnb*ngun Klrusrrs Operirrii Plttl*koi'i FT ,..'.l;

l-lndang-Undang No*ror 11o Tahr"rn :OO? tentang Per:ata;ur

8ufrrlp-- lLen:baEan Negart Hepuhliir tnr{onesia T*hun :oO?

,\onrrr o'$, Tanrbahnn L*nrbnrltn Neg.iiril ttepublik

tnc!*nesi.r Ncnror,+7! 5l ;

Undang^L[n*a*g Nomr:r -l Tiihr-rn f tlOS terltill)g

Perianrbrtng;in l!!rneral dan Eatutrlra (Lcurbirrarr Negiir.r

Rq:rrblik Indonr:sia Tahtrn ?OOQ )ioniot 4. Titn bahar:t

Lenrh,aran N*gara Reprrbhk Indonesia Nornor {ei.
Unrlatrg-Unriang Nonror 4 Tahun fOl I t*nta:-rg lnfourlff.sr

Ceospasi;* {Len"rlrar;rn lriegara Repubhk lurlt:nest:r'l'ahun

}$t I Norr"r*r d9. Tnnrb*han lenrbirrllll l{eg*rff Republik

!udonesiir Nonror 5f l.l l:
Unclang-Ltndar:g Nomor .}3 Tahun fOt.t tenlixlg

Pen:enntithan Daerah {Lerrtrararr Negara ftepublik

indonesia Tiihun lOi4 -'ionror l-|*. Tirnrbuhirr: Lenibaratr

Negara Repubhk lndonesir !\omc,r 55uif sebirgatm.rtta

teluh bebentpa kah durbair terakirrr deng"ru L,nclllrg'

Lrn<lang Nomor I Tirhrrn lOl5 tenrirng Prnrbahiin Kedua

ilias Unclalrg-Und*ng Non:or f3 Tahun !Ol* tentar:g

Fenreritrt*h*r"i D*rrah lLembarrrn Negau Reprrbhk

ttr,:i<,nesi.r Tnhun )Ol5 Noln*r 58. Talnbirh.rn t-t.rrrbur.rn

Segara Republik ltrdonesia *cmor 5oiill;

.l
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3. prriLlur&lr Fem*rintirlr li$rr$r !6 llahun l$$* terltang

Rencana T*h-r Ru*ng Wrlav*h Nasionai {Lrnil-ruran Negar.r

Reps$li1 Indonesi;r Tahurr ISO* Nornor J.3. Tanrbahirn

Lenrharan Negasa Repr"rblix lnd*nesi:r Nom,rr *53.]l:

o Prrfttrit';rlr It,nrenntah Iornnr ll Tairurr 1ulO r(,ntiing

\tilavah Prirtiimbir!igirn lLenrbari^rrr Neg;.rr.r Hepubhk

lndonesla '[irhsn -?OlO Nonror 4, T;tnrbahan L*nrtrarirn

:r-egar;i Repr-rblik Ltclone*ia tromr:r 51 lOl :

7 F*r.*tr-rriirl F*:rrerint:rh Nonior ?3 Tahurr lt3 1* tetrttrrg

Pcl;tksirrrirarr Kegi;rt,atr Ll saha Pertunrbangatr .\litteral rl:rtt

SrltrLrbrrra flenrbar;iu Neg.lr.i ReplrbLik Indirnesia T;rhutr

3(tl0 Nor:ior !9= Tambahan Lrnrbrtiut Ntg*t,i Rellubhk

lndone:;ia Nou:or 1t I ll :iei:;rgairr-.rana teilh bei:*r*pa

kxi: r{iubulr. gerilkhir rleng:ur Prraturair Frr}'terlr1t.d1

]i$nrnr I Tahr:n rO18 tentrrqt PerLrbahan Helinr& {ttas

F*raturart Pe*:erintilh Nor:ror :3 Tahun :Oi0 trntang

l*laksiinitnn Fi€ti$tan U s*ha trertan:trangarl :lianf, riri diltr

S*tubara {Len"rbar*n Negrrra Republik Ind*cr**iil Tirhun

f itio Norni,r ld. Tarnbirl-1.-rrr Lenrbaran Ntgi.ua ttr'publrk

Indonesin Ncrmor o i 80l:

lj. Periltliran FtmeriDtah l[ornor 55 Tahun lUl0 trrll.rrig

P*nrbilr*an dan Petrgawas;rn Ferlel*ngg*raut-t

Pengrlol.tan Llsaha Pertar:rba:rBan \ltnetal diln Biituhr.rr.r

tLr-'trrbarittr Negaru Repubirk lnclc,nesta Tuhr-ttr f u l U

Nonror .i5" Tanthahiu't [,,:nlbarnn fegara ReprrLrlrii

lndonesi.r Nouror 5 I"llI :

-{r. Ferairiran Per:rerittta!: H*n:*r * T*htrn 2O ! 3 trntang

IteEeiiliail Fr{a Rencanu T*ta Ruanq {Lerrrbarnn Ncgtra

Rcpublik lnrlonesra Tahun JCttS Icrr:rtrr a. Tiur:bah.rtr

Lrin-r i:irriln Negara Repr.rbl ik I trelon* s ta N onror 5 j ?J l .

lO.,Frratur*n Pem*rintah l{omor I T.^thun .}f}t{ t*nt,rt1g

Pel;rks;rtrairlx Llndlil'1g-linctang l,{einior { '[alir,ui :U I t

T.j R tnr) g I trfrrrnras i {i eo*pas rirl {Lrmba ran lrie g;rl n lte pr-r birk

lldonesi;r Tahun -tOl-l Nomor 31^ Tanrbahan Lemtroran

Ieganr Republik lntlonesia N,:m$r .l5Oll :
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I : . Prratrrran Presiden Nontor h8 Tahrin -]0 I.5 tenta&g

K(.iuent eriiui L, ncrgi rlan :ir ru:bcr D.rt.l lt il ieru i l Ler rrb.rru ri

Ieg:tra Rrprrbhk Indor:esrir Tnhuir :O 15 Filrnio:' 1.3'Ji

s'.bui:i"rilr.ula telah tllr.:ba.h ilengan l)*ralru'an [\'esrderr

Xunror l,J5 Tlrhurr l,i I b tentitng Perublh.rn atirs

Pcraturan Presiden Nonrr:r otl Tahtrn )Cr L1 tBntirng

Krnrenterian Energi clan Sumber Da-1.a lllineral {Lenrbar.ur
.\rgura Republik Ind<.rnerr.r Tiihrin iOl o r-untor .1691.

l-l KeEnrtrrsan Presiden N.*mnr 591&I T;rhr"ur r{JlS tangg*l
o hlei 2Oi5.

13. perillur&n Ntr:trteri Energr rlan Suntb*I Dilvu hltnrral
r*onror l3 Tahun :(rlo tenrang Organisasi dan Tata Xerla

Krllle11ten.tn Energi dan Srrnrber D.rr.it t\trrrrriil iBerita
lrleg*ra Reputrlik ltdunesia Tahun 'ftllri r*ortror' 7Sll.

I *. perillurar Melrteri Enetgr ,l:rn Sunrber D;ry;r *lilerai
Itionror 1i T::l"run 2OI& tentitng Tata C.il* Fembrriall

t{'ilavuir. Frriainirrr, datr Pelapolan pitr** Kegiittan Llsnhri

Pr:rt:rnlb;rngan lf'lineral dan Bafubar;r lBeiira liegar:r

Rrpr-rbitk Indonrsia Tslrur: 30 I Il Nom*r _lgii,
s* tr;rgai:rralla t{r!{rh diubah beberirp* ltali te r;rkh ir- dur giur

Pera!urnn lvtenrer! Energi dan Sunrl-er Da.ra Mruerai

Iourur *=l Tahrrn 20l8 t(.ntsurg perul:.rli.ur ltecluu ar.rs

Prrirtur&$ M*nteri En*rgi d$n Suurtrer llxl.n $trner*l

Itrnltrr I i T;rJrun 1(llS tetitnng Tattr Car.a Fenrbrrjan

l\rlal'nh. Ptrrirtirn. dan Pehpuran p.rLla Krgi;rtlrr L,:ialia

P*r!irn:trangan t\'lrnr,r'al dirn Eatubara {Berira liiegur*

Reprrblik Inr:louesia Tahtrn lr)lt-{ Nornur lir.rrl:

-29-



!il:.ti.'1,T1":

t 5. F*ri.raurli:: S't**ttri Ilritrgi dan Sun:ht'r lhr,t;t }lir:eri*i

*sfr:r:r l-1 Tnhrin f{,ll * t*.'rt{e.fi* kngrt*ril'i:ralt

P*t'{*n"i!:;rrg1;rj-l tr'lin*trtl Eia* ft;rtrrb*r;i {*ertlil li*i1;tr;;

R*5-rr1[i;10 InrJ*::eria T'ri:Ii:i ]L'lI6 Nc,t:tc:t::,]'*5i srt]agi:-ir:tan;;:

:*!*l-i rtiribrril-r elerttlrn Pcr*tttI.rtt llt*n{*ri E*tryui d,a::

S,.rnIbt'l' Dar'.r hlt::r't'il1 -\ol'11()r 5U Tiriilrrl lLl 1t1 trl'rlitlld

F**:b;1}:xrt xtils F*r;rttir{rn $trn!+:r! Ent'rgl clart $lrlllber

Ilal-* &{ineral Iotnor .l5 T*i:,-r:: :r}: S l*lllirrig

Peugusah*an F1*rtarx'lhi*trgtr: ],!ltr*r'"r: d.rt: H"rttihar;r

i$r'r':ur Segnra Rt'lrtrbLik ltt,lr,ttest;r Tlrlrttn f{-.}3* N*lli*r

! 3',1 l1;

l*. i{epultlt*n H*ptrla Bad*n lnlbrmli*i {ie,'r*pasial S+t:rur l5

1';rltrttt ia.l I 3 lcrl'rtdng liistc.'trl It('tr'rellsi tr,-'1,"r[]ubl.tl

Itrr:irrne*i:r ?* j 3.

3 ? !i*prrtns.r:: $lentr--ri *r:*r*j *J*n *rt:rrber il;t1"it &lin*t'al

]iLrlt:r$r l*:S {l.}$lStSStl}lrtx i*!t:illl$ I}*ti+t:trrt-t

. P*t::***trgirn Tatrrix E*t;rs l!:l*lah lrttt L':;*hit

Ferl*n':triingx* at.1u !l'Iia: irh [r r:i P*r^r*rntralrg*e l{}u:xit*

Upr'.I .rsr Pruti trksi:

}8f,&{L:T'LISK:\N:

;iEpL:TLr$&:t hlESTER: SIfFH{}t *i}it :11-i119360 I},.\Y.{

llll;inFL\L TEIT.{Nr-: pE:'iF:TAti.\}i T.{}iLr;l [J.{'f.{I U lLi,'!.{i{

ler{ i.J*sii{.,\ rEItT.{ldil{lE{i.{s {.}F€ldii*l }rlt{*}llL.1i{is{ j1{.'lt,lY.tH

t;1lI l's.\ll.\ pERT.{[{ ts.l}iL].\.\ HH L'SL':j ( )F,t H.LS,l

pRilDlil{sl"! m ...o*!

.\{***:t*;ik.tri TturCx Salir* Wlla_t*lr [.r,ilr L1siilxr p€:-t*ftar.1r-r*.!i1

t"lp*r;:.si Fr*drrksi/tr!'ilaf ith Irin tlsahr;r Prrl*::rb+r"ii:;rs: 1(hnsr:s

up**:si Fn:*r:ksi*i }t" ..-'"1 ses$ar ri*s:E;rn.

ii. Snitar Fi+nrdi::at Taild;r flat*.r $rerrrlap;ur **birgi*i:'r'r;ina

1':r{'.iritiuli d;il*nr Luirrtr,ir';rlr L rion

ij. ts*f* *ttrt*st T*nqla I3:rl*r: :ti:.tgi,i.llii1liii qi.rriru!{tiu: d,-lixrr

Lir:llilrf-tt1 l[.

li.rn* srdr-Lip*kil* bugia* {id*k ferpis;rhk,rur dnr: }i*$}ut!lsi{:i

-\tenqen ini.

-30-



- 31 -

F.-l',llL.1 l)*ng*n Frnet*p*n ?ar:eta *;rti:s lYikrv:llt leal1 L:sril:.r

Fr,rtil:]1biing{ait $perii*i trr'odirksS,,: \1til*veilr l.ril Llsili:;l

F!.Iti-l:11tl.\tlgiiil Hlrtt:rrs i)l;et,l:'t Ptorttlxsi I :!eL)'rl:irl.lr!{n"t

dinrLrhs*rt drtlitlrr lliitt:-r:* Bih5dTtl. P'f ..."Il '*;,-ih

"r. mrl:rkrtk;.trl rlcnl.(sir!ig.rrt Tii:irtir B;tlir* 1,rl)* l-r;trrt sesu.ti

r1*rri:.ttr it{.t+tttttartt Pet n'.ttrirl: Ile,i'*t ; Et:t'rgt drll SlrllliJt.'

Llara I\tt::t:r'a,l Norxor i5 T;tl'nttr JLI I t ;r'ttt.il1g Pr.ltgttsirlt.t.rtl

F*rl*xrb*ng*:"1 S'Iinrml dir:: Batitb:rrli $trt* Krpritlin.tll

Sful:t*r: Et:ergi dxn Surxbtr lli*'it h{tt:t'ritl N*lttur l*15

tij',3*fkIts&{,ilOlii (i:nt*llg Fetlo:n*il Fq'l:iii$iu}gat: Tlr*tlit

lJ.rtrr; \\'i!arnn lzu'l Lts.rhit Fenart,h,rn;f iIt dluu \\tl.rrah l:rrr

pslt&rutliitlg*.:; liilri*uti $1xr*s i Flc,rtr:ksi, xp-:i:ilrr Wll.il *h

izut t-.:iiha Irrt.ullbiitl[atl {}f]{r.r}l Prr-,rltrku;J1\'l;.r\.i1!) il:1,

L;s,i!ri, fltrt;rmb.rnq.rtr Khtt*tts upr-'r'.lsl Prt,ciukst l:'i':'lldui.rll,:,

1.r,:rr,-!til;rrr lr'il;tfah ri.rlirrn -lerr*ka',r'"tktrt [-r!trlllh l"tt:rbrrl

* {tigi}} i}Lrtr.rll sr1;ik l)el'tt'Irtt"it] 1\-:["t1'-th t*r*t"trut,

h. nr*irkrr}irrl prn'l"rs"rttgarr kt mha,t terh-r,i1.:p T*ittri;r [J.rt.tr

-1.&!:S rus{rk, tf rcilt}ul ;rt;ru l.iil*r:g:

i. tllr:1.:;Irld ri.rlt n:etrir'ltitalu seti.lp T;itrclir l-l*1*: !'*rrg tr"!.ih.

tlip"is*rrg t{:rmcrsuk nkses m€iltrjr.; ir,kust'l;*itl.t I}.rt';p

s*nrir:r.i dr.r'ipi*r ter"nkh;rrtf * !zlr: L:'*;ri:i: Ptrt*nrbitt:giii:/il*,tt

l.'*n::a Prt.t;r n:birt:;lit: K[',t:;;tt;"1.

d. n:r:'rr,irnlurn dal.: m**relil:irrn dile* ha:ril pr.ngt.tliill-itt1" h*nt.r

ii{:sf&, lapo:rn* }rastl peta.kxitturiit': lx:l11.rEir}id.irl T*rrr1.r

B;rlits. :rl-!{i }-1ri;r FillSilL:ttran ,1ittt prt'p1;1rilrlU.r11 Tirli,iir

lJ.rt;is. rlirtt

r:. ml.r13'iljrlF*;kilr: l;lp*rr;rn h**i} !pril*tih*rii..1n {:;i& F,jri!!r'!1li}r1

T*r":da llirt** t**g tel.ilr cir.lr.rsir:rg krp.rd;r Krp*l* !rr*1r*klur

T*xri:rrlig ..s.e*':lra i:*rkitl;l ri;rlat:"r i;ip*r't*: r*&llslcs: it*&c;ln*

ir*r.14.'\rip{1"itiul di}n Btsr.r tliurrl-rri Il r.lidr l\:.



FiETI{-in : ii.3pLiaLlsLt:l S,te*tori i::l mr::,it i,srilrl,:tx 1:ad;i tilr:1gill tiitet.rpk;ril-

Di r*tapk;rn di "J *,k&rrir

pa<ta r*ng.1":rl

:,t.n lrlSi\l-TL,R: Elif:H(it ll:1l! $LlJBEl{ UAt.{ Ltirl'-Kil.

tr i It !:K'I'L'it J E I Il h 1{'{ 1- :\'l I ti r s"{ L Lr,"\l{ iJ.'1T L, H;\lt.{.

t}."tiri E.{N Ll Li.i.T {-rT "ift I }:O }i t.i

I '.'r'lllliiS.lll
l. hl*:rtvt't [.tr*rr1r d:'tt :itttrtbrl' Lrir.l;t Itlric:,ri
-' Iltl',tt'rI Dr,i.rtn Serlt rl

-}. Litrbelnrrr terk.1:l

+. tSupirli i*r-kirit
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-J.A-



LA.\IFIR{N I

KEFL:TL,5,{:\.. HEXTERI ENERtri DnN SUIIBER DAY.{ ]ttINEFL.\L

R EpUB L: li tr i\i tfoff B-si,t

N{:}[ICJR ,

TANCG.{L :
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3. Format Keputusan Penetapan Tanda Batas untuk Pemegang Kontrak

Karyal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REFUBLIK INDONESIA

HEFL:TL:SAN ilIE:'iTERI ENERGI DA:{ 511:!IEER AAY.{ IIINET{t,L

REPUSLIH lND0r'iESIA

iiO&lrlRr

TENTANU

PENE.TNPN!'I TANN.{ B.qTAS WIK{YATJ K{}NTR{K i(ARY.\/

W I LNYAH PERJANJI,{N K{R\ N PERT.{IU B.4N(f AN PE :i G U SAI{AN}i B.4TU BAR{

TAHAP OpER{Sl PRODUi(SI.I Frr ...*"}

l.ttri\i'rEldt El'ir:E(l nA5 Sul\tllER D.{}n h{tIElt;\1.

trl*niurb;rng *. bitlrrva Frf .."1 :rdalah P.ruegallg k*:rtrak

karr.alptrjanjlan k*rvir pengu*ahaan p*rt*nrbang*tt

i;;rtt-tbar.r'; ctetrg;rn Penrerintlir Re"ptrblrk lttdottvsr;t

tn.nggill {ciiisi tungEnl konrr&A- &{rr"Lidi {{t{?rr pr:.}rri-Jtclfl kcir${r

pcn guscrh,tnft prrtrl rn ha ngnn bar t, i:cl r'(i i $eb&gn Iman;r t t iah

diuh*h nt*!*lui itmartdemen ktntrirk kan'a/per'1.rrt1t.rn

k.rrya pengr.rsah,ro n perratlt ban g:rtl birtubirra'.'i tiil:gg;rl

{cJltsl l*nggul nntcrndcnrcrt kantrak A'crryu (lrrili

pcrr,(.rt-iiiirl rrarltr ;rrngrts,rJlncrt pt'rlnnihtrtttl(drl ltrlrIIbilr(dl'

Lr i:lrhrta ldtrsi;;lnt;:urrrn tr'r"tingyt {i; Pt'rlrst{rur.rr}l

FT ..*"1 mel,alui sltrflI nolltor {dt)il nuntrir srtrntl

tanggal ,--..- lririsi tot4gal *turnll telah nren-\'anrplrik.rrr

per*rohonan persetujuatt ulltuk prlltt.rp$1 tatrdt irlt.ts

wllrt.;rh konrr:lk ka1*nlrvrlayah pery;rn.;ian krtt a

pcngtrs*huan l}ertarnbarigfl n b:rtl.lbiir:i" ; kep"rcir ltlc tlterl

nrelalui Direktur Jtnderal Ilrneral <irrIr Ba.tublni,

:
l,fl
Y:'



3l(j:r!li:l*.r1

{. b*3rrc'a !:erdas*rk;u:r h*ttil *':rlui!sl. [rt'!11n:dl]*it1l tl-tilrlr

ha:*$ lrrliilj:ih k*:ntrilic k;tr-1-*y'wil*-uilh p*s-ldl{ii{l} ki$f *

l-}ljluuSa*itii:l F"r:1.,:111'.ri-t!lit:] blttrlbii!'i1"i flf *".l ltlilh

**sueri rt*ngarr kttt'tl:uan lltriitllfri.t: 1-l*rur:<i;irfg.-

uttd;tr:q;rtr;

d iral'l\} a berc,as+rrkatl prrtinli.:.tllP..rrl >rtr*giillli*!l.r

tlit*;rkstiC. dalanr l'rtl:rtl t. hurtr{ b, riitt::.ritnri t i:r'rirt

men*t*pkn:: K*p*lrt**n $les:ter: fl.r:*rtrgi deltr *iu:*rber flit;ir
I *!in*ral lrrtiit'lH Fellr,-!;re'r.r.rt farrcl.t B*ta* Wil.m;.rlr lit*utruek

Iftu-',a.1\Y*r:u'rih iler-iar11*r: Fi;iry.1 Ptl:gt-t*.th*ltt:

Pqr{.rnli}iltlgan B;rlub;rt.r T.rt-lup (}F,etdt3i Pt'udrtk:l'1 [yi'

" t.

l. l-indi:ng-Un**t1g lr{ernror :s 'I*t1urt -:u{-}; rr'tlt.r[ltr Fr- llu:."r"ur

Rr,:.t*g ! Le mba r.tn S*g.ar:r Re1:t rblik I ttet r,lte' s t.r T.r h r i rr l llu ?

N$rrl(rr o,ll. Ta:nb*i:an !.e:uli;.lr-iln $eg*r:r fiep'"iblrk

jtlC('t1r.St.l l{Ltlllof +l '}l:

-:.. l-.1nr1i*rg" Lilrr;i*ng lii*tn*r * Ta}:rlrg: !*{i* telil;}rlE

Fert;lrn lrarlgiur Itrr:e rai rlen Blrt rr l.,itr,r i Let*lutlxr: lir-g;is*

Ii,'!rtrl;, jk lttrlottcs;;t TlihLtrt ){1, r'l Irft}t.!t' '{. T:rtt,b.titatr

l-c rrib.rratr !*it'€ru'ii Rt'prtl-rltk ltrr"!ottr :i3 N,r:rtoi 41{1.

3 Ll*dar-rg*ilr:rci;rn11 l{trrn*r "l ?ahrrn J*l i tt'rrtii::g ltrf,;ttrrr:e

Lr*ns1r"rii.ri iLen:lrir:.rr: \r,11.rt* Rr pt.htrk lrtclot:t s;:t Tirltttn

f{ti} H*nr*r {!" Tr*rib;rt:*l* L*m**r'*r: N*g*.*l i{ep*bllk

ir rrlurre.xi;r Ntrtn*f 5] I 4l ,

-l t'tirt;ur.1-t lndanB \trn,ur 1"1 J':-rl;'.ri: :il1-{ lxr;t"r:li:

!'rrtrc'rtrrt;rh*n U,rt..t;:h !Leiub;r,:-rrr Negi^tail Ecj[.,,ri.,lrk

Itttlutit. si.r f.ihuit f r.r l-.i I,:nrr,r J-t-i. T.urrl;ah"i!t Lr'nlb.li.ill

.\i'r1,t!,, Repirblik tntl+nrsta l{orr-l<;r 55*?i :t'1.:"r;iirnridll,r

telatr h*ber;ip;l kah rliuL:;rir rrr"lrkh:r **r:grln Unda*:g-

1*'t'l*iurg ii,l:Iror' I T,tltrtn iU l5 1,. :lt;rr1g Pr:'r.tlu,hirn Ht,{tt.r

;t*$ tJn{:;r}"}p1-ilr:ri;r6g, N$n:r:r f.,} T3.}":r:tr }ii}* tentu*g

Pr,t'li*r'irt:"th;rtt lJ"rrt.r.i lLrt.,trirL.tn It.g.ri.r Rtprrrblrk

lnrt*n*siir T:e.hut-l 3*15 Nr:rn*i' 5$. T*;'rthith"ln Lel::b*';rtr

5*g.*rlt R*1:ublik lnd*n**iir l,furi:i:r alql?Sl .
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5. Ilr:r*lur&ri l-:e.rrr*rir:l;ri: r;$r]irili Sft T*r'iLil', !L,tlti t*Irti(n{

Itr:!:riu:i.l Y*t;r itrt.rng \\rll.r^r'llr r-.rsi+nui 1L*r:ri:irrirn Ii*.ga:-;r

Rci:rri:lik illd,Jl1.-.s[,r Tiiltrtri JL)Lrh Nc,l]:i.t -]c. TuD:b,r]r.rtr

L*n:'Ir* rurr': ff * gi:rii l{s6,iri.rlik ln dnr:es lrt N r',:t1n i -t h.}.} I .

ri. P*r-;ri*r;r:: F*;:rl*!'lrltiti .r*{rrr)ol- :l T.l!-:r.t:': :U l ti I*t:lliil*l
1t'11*r..'rh ir*nitt:llral:gnn ai,e:itlr&r&il: It.qa:'l ltc;rtrb:rk

!rrrj*:"r*iriir T;rh*n :t{}itl : r:rurrr .1, TilmLr*rh*n L*r::h*rirrr

Nl'grlril fi*ptthiik lnrieine*ift Ntrtucr 5l l{:.i:
7 SreratLrr;ur .Fexterinl** Srrn:or J3 Tal:r"rn '?0 I i] tentisrlg

J't l.r.lri;iinit*n Krgiirt;ill L' s.ih:r lrc,rtaniba ng:rtr Itltteriil rlan

B"rlt;.b-tlr lL*tttLraran 5r g;rr;, R*ilrbllk Itxi(]l1t $ti.r T.rJrtttr

jtJ:(t l\(:r:1Lrl rU. TirmLr.rlt;'rrt Leuillaritr: Irg*ti, RePr.ttrltk

In*-::1resi;r Srrrn*r 5; i: j xr:h*g",r:ar.irii;r l--ilil'i Lrrb*r:ip.r

kiik diui:irh. :r:ralchir ri*r.tgau l**r;rtr.l.ru lrt,r:r*rl::t-rh

5,:mrr' { T.rhun )0 I ti trnta:1t: lt,nibxil.ill HLI!lli.i Jti{r

Pqri.r!r.:l'ir!r F*:tierir:tnli N*rr:*r J.3 T*.}rlin :*l* t*jiitilg
ir..::l;rk elr:.ati:l'l K*giitt{rfi. Ll s;r.i'r* }rert*a:h:rng+n }lrn*rui r*iiu

Bir; ub*r;r I Lr.n:].rl';i!1 -\r g.r r"r }tr,1>uhitk Ilrdo:'lrsiu T.rhurr

il..liS l,lcrirot' iI. Tanrb+h.rrr L,.,rr:1.,,:rr:n l,Jrgrrit ReFrrL,ltk

I tt,iottt'si.i Nrrrilr,l- n I thl :

.!. I)*rntut*:: f:*snerint*h $*n:or 5* Tirr.t,rn lr,l I U tBllti{!th

P*n:bk'ii'ril:': dul l:en*firr:*s;tn l1**x"*lerlggarit;iJ1

F*ngelolrrar: Li*rrha Ire'rtlrruts*:'rg.rn lli,nr::riii riii.n Birtr:bxr;i

iLen:i":fi*.r::,\eg*.rii ffi5plrlllk lndr:n*slir fai:un lill{-}
I,Jnlor b5. Tufiba'::iul Lr:rri:arsn }*garir S*pui:lil,l

i*dr:tr:**i* !*l*n:*r 5l;lf i;
(.r Prf,iirlfril Pr:t]1er:r'rt;t:t I\ulil{Jt' I Talltrn :.J I 3 tr,tiI.ii!h

l{r:elitrt* Firta ft*rrc*r,;r T.rt*r hu.tn{ {L*erliili'irn I'i*g*r;r

It*pxt*tik ind*n**:* Tirhrrn 3{ii3 ${:r11c,r a. Tanrb;rh*rr

L,'ttl\t.rrii 11 j'f eg;ru R<,ptrLrtrk lrttir:ttrslit N(i:llr,r "1 r 
gjl.

.1$. F*l;i{r:;:n:: Fcrr:*r':rrt;*"t N*r:-irrr !} T*hr:n :$:'+ f*r:}t*rlg

I'cl;.ihs*n,,n:1 L-ndarig.i'rrd,.tr:g l\unl,rr' -l Tiri:rrr: ir.rl,
T*ntir*g fu :{*rr:r* x.i (ir:*xp;r s ii.tl 

{ l*.*:nb*ri, : r \*ga r-a Rrp,-i Lrhk

1i:rlc'nr:siir T*hlui X}i-l ll**:rlr .t i. Tiil:rb*hlnr Lel:tl>ssan

)i*gnr-a R*pirblik Ind*nr*ia X{lmor S5{-r:J.
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I i . P*rilElirai'! Frr"rrri*r: S*ni*rr *$ Tiihur-t :r] 15 t!.$tir;ti":

H,:r'rutrlr.rirrlt Irrrrpi riutt Srtr:ti-v..'t Ltat'.t XI:t'.et';r! iLrltrl].'t"l'l

5e'4ar.i R,:1r111, iia Iticlrrt:t''.,, T"rht::t irr llr li,r:t1ui I 1Jl

s*l:;rgar:n;r:r:;r. t,:l:rir r-l:t:r:,.'li rl, t1!itii F*tilllrmtt l"resjrtetr

Sr'ur'::r lt"l5 1';rl:r"r$ lrJ i ry t*rltrr:r!: F*,r*b;thati i(titi;

Ft-rilt.,-:rti:: tst-*stLlet"i S*nrxr IJS Tii.hiilr f L) [5 tL'111il!:rg

K*:ireutt n.rr Erlerf;r rlart lirtnrhr'r !)iit'a II:r',etul !Letrrhar;rtr

:\t'1gr* ft*p*birk ltei;:rt*.siil Txh,u* :{:}:d rl:ln$r lR*i.
t.l. H*putr,rr;rn I'r*x,irlen )irrn:r*r .3?;t&{ ?*liun :Lr :i tarrrlg+l

ft :\l(.i :{-t ; 3.

I l, l:*r*:L:fir:*r l{{:r-tteri En*sgi d;rn S*:nbr i. l.l.{1-u [tirter*l

!r:m*r 13 Tahurr 3*1S tenr;rng. *rg;u:isa*r rlitr: Tlt.r Herl*r

!i* :::*nteria; i H*ergi d* r: -*rlr:r b*r tlilyii itli:r*txl {S*a-itir

\ r'.l,rla i{cpr r blik lrtriot'lesiii T:th tttr :'ti I t} .\,)nrul ;n li,
I + pf |iilril ilri !\le:::er! En*rr1i rlarr Srrrrib,. r I-tirr "r Itrtit i-iri

}i*rxnr 1l T;rhutr 3*l$ fent*ng Tnt.r tar;r f+mberurtt

lViia1,sfi, I]*l'rxi*;rn, d*n $3t'l*p,:r*n 1:;rC., H**-r.rtar-, Usah"r

Feri*t::h*ug;in hlinr:rei rJ.ili: i3ntrrhai* {l3rrn.r lieg.tr'"r

Rrprrl:itk lnttrine:ia Tahur"r -l{J l8 N{r!r'r,ri !\r-;.
srbirr..rtiu.ul,r !t"l;rh r'iiirtr.rh Llrbt r.tpa kirit te ; "tklitt' (ir,itg4li

irr li11t.:r'a;i trlentr,rt E;:t r$l d*tt Sutntrrr D,lt.r Il:tt.-'t;rl

Sntr:*r 5l T*trur"i JulS tentrng Fenlhrr.h+:i Ki:dr-ti* *t&*

P|rr:Ii,r'irri hl<:i;t.i: Energi ri.rn Sumi:r'i DJr';r ]ttt-1,:r;i

S*s-:or I ! Tirhur:l f* l tj t*filn::g 'fat;: fxri,i t\:*rb*ri**
r lYiisya.h, Penetrar:, ,*it* i;*1*pi.;r;r* ;:i'rit* il*g,iitirn tJx;rh;r

Prr:;rt:ibitltriirtl llltrer'lrl J.r:i fiirtrti:ir:.r lBr-jt'.,r Ir,l:.rIi,

E*pri bltk Ind*r"r*rii*'l"alt u:: -l{r I s i{*sn*r . r'.i } i :
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i\{e::t:tirpkau

KF.S,.\TI.;

l3 Pemturiu: $I*ntcri Enelgi dan Sirrnbet D*y;r lltineral

Nor::ur 15 Tnhtrn i0 l8 tcntarlg Pelrgrrsah.ran

Pertanrbang*n i\trrrcr:rl drrli Birtrrtrirrir 1tselt.i Nt'g.rra

ReplrLrlik Ind*t.t**t* Trrti'-rn f0l8 lic,rnor 395f **iragairnanx

telirh rliubcn drng,:ri Peraruri.tn lrlrntrrr L,nlrgi dan

Sunrber Dasa lr{iner:rl S*nror 5D Tahun JOlu rentat-ri1

Pentbahatr atas Prrfll.rrran trtentt,il Enrrgi dcfi $ulrrbr.r

D;rya h{inrral }iunrcr :5 Tnhun 3* t S !enti}r:[l

Pengrrsalraan Fertanrb;rngan illrnerat dan Batuhara

{ts**ta l,iegar+ Republik lndrnesia 'Iahun rOl$ Nonrtrr

l5r, ll:
it>. Keputttsitn ltepaln Badan tnfor:rnar,i Geospasritl Nsurur l5

T;rlrrur :$ 1l t.*nt;rng Sisi**r Rrfcrensi fieuupuui;rl

Indonesla )Ot 3.

:?, Keputusan blenten Er"rergr dan Strnrber l)ata Mineral

Xomor 1823 Kl30/MEMI:OlB terlt.rng Ft-rJr:rnan

Sen:asaugnt: T;rnria Bat&B WilaVah lain Usrrhir

Pentnrb.rrrgan fit.rlr Wrlelirh lzin l)er!arrrhangan Khusus

Oper,asi Produksi.

MEMUTGSK..{N:

KEPLITLISAN i.IEITEftI ENEft&I T}AI{ $Uh{BEi( DAI'.\

NIINER{L TE.\*T.{NG PEt$ET.LF'.-rN T."\NIIA BATA$ WIL{\.\H
KO}iTR\K ii.{ltYj\/lVlLnYnH PL,R-I.{N.,1.{N K\RYA

PtrlffrUSi\tl:LA.N FERT.^\trllj;lNft3:i BATUT!"{E.{ TAHAP

{}FE&{Si pROl-}L:HSt"i [rr. ."1

i\l*ne:api.:arr Ta*da Batns l{tiirrl,ah Hlntrak li*ry'.'r1Wria1'rh

Ferl;rnitarn Knr1,* Pengu saharan Pertanr hangan B.rluililrd Talra;:

Operirsi PloCuksi"r PT . 'l sesr:iri rlrr:grur

c:. S;rliar Krrordi*at TanLla B*:as Penetapilrt s*b.lgainr6l1a

tfrc&!'rtum dair:m Lanrpirnn l, dart

rl. Feta Sttttir:i Tandri Bar;rs st:bagrtin:una lcl'rrtr1tur.11 daLrnr

Lanrpiran ll.

\:ilrlg ruerupakart bllgirin lid;rk r*rp!**hkur d;wi li*putusnrr

Ileilreri illi.



ilEt3l*:"i, i-lrnp1*t"t i:*lr*:titpen 'X'rr"lel;l l3*t*s \kilnv*}r $*ntr;:k

ilrr*'ra,-,'1qt,1r,"ah Frrja::jir:rl: li*r*"a Ftngt:uirhii"til peri.tulb"tl'r!l.1lt

ts;ttr"t;f:irii T;ih*p {J}r*iast t.'i*otluksl'1 >cb.tg;titlr*nir rittrr;rk*ull

d*igm $ikt:;;n tig$.{Tl-:. pI' t trl'q!t}
;r. n:*i$.krrk&n .ir*in&5;:1i:glrtr -f{:rd;r B;tlii:i 1.riillE i:irs'u $,ei!'u;li

dr.ng*t^l k*:*ratxan It'rnirir;tt't llen',er: Hlter'gi d;ur Saul:kt*:-

*;r,u* $'Ii:rr.r:tl $*$r":r l* T*i"mn l*1$ :enr;rng F*t':gts*i:**tr

tstrtarub*u5iat: ll,tintr"-li *l*:,t fiitltl'lldtril 5{!-t+ Ktilutrts.rtt
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E. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas

Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Khusus Operasi Produksi, agar dapat dijadikan acuan untuk melakukan

kegiatan pemasangan dan penetapan Tanda Batas setelah diterbitkannya

Permen ESDM No. 25 Tahun 2018.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

G GATOT ARIYONO
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